BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b.

BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal
177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan Bersama;
bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang diajukan merupakan
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang
dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan
umum APBD serta perubahan prioritas dan
plafon anggaran sementara yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD pada tanggal 30 Juni 2025



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun
Anggaran 2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan  Lembaran Negara = Repubulik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Tana Tidung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4750);,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322};




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.

Bupati adalah Bupati Tana Tidung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penamban nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula
sebesar Rp. 1.108.801.880.201,- berkurang sebesar
Rp.81.589.422.748,- sehingga menjadi Rp. 1.027.212.457.453,- dengan
rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan daerah
a. Semula Rp. 1.108.801.880.201,-

b. Berkurang (Rp._ 81.589.422.748.-)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
Rp. 1.027.212.457.453,-

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 1.308.801.880.201,-
b. Bertambah Rp. 124.432.715.277,90
Jumlah belanja daerah setelah perubaban
Rp. 1.433.234.595.478,90
3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp. 200.000.000.000,-
2) Bertambah Rp.236.022.138.025,90
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp. 436.022.138.025,90

b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp.Q
2) Bertambah Rp.30.000.000.000,-
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp.30.000.000.000,
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan
Rp. 406.022.138.025,90

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp. 27.907.922.369,-
2Z) Bertambah Rp. 3.040.351.733,-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp. 30.948.274.122,-

b. Pendapatan transfer
1) Semula Rp. 1.080.677.069.832,-
2) Berkurang (Rp. 84.544.886.501.-)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
Rp. 996.132.181.331,-

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp. 216.888.000,-
2) Berkurang Rp. 84.888.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang
sah setelah perubahan Rp. 132.000.000,-




(1)

()

3)

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, bersumber dari:
a. Pajak daerah;
1) Semula Rp. 4.863.246.343,-
2) Bertambah Rp. 2.949.463.753.,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp. 7.812.710.096,-

b. Retribusi daerah;
1} Semula Rp. 623.963.865,-
2) Bertambah Rp. 1.155.000.000,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp. 1.778.963.865,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp. 6.099.406.000,-

2) Tidak Betambah/ Berkurang Rp. 0,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah setelah perubahan Rp. 6.099.406.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1} Semula Rp. 16.321.306.161,-

2). Berkurang Rp. 1.064.112.000,-)

Jumlah lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah setelah perubahan Rp. 15.257.194.161,-

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari:
a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp. 1.065.632.805.000,-

2) Berkurang (Rp.  83.323.918.000,-)

Jumlah transfer pemerintah pusat.

setelah perubahan Rp. 982.308.887.000,-
b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp. 15.044.264.832,-

2) Berkurang (Rp._1.220.968.501,-)

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan
Rp. 13.823.296.331,-

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

1) Semula . Rp. 216.888.000,-

2) Berkurang (Rp. 84.888.000,-)

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan




1‘1;
setelah perubahan Rp. 132.000.000,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
atas:

a.

£

(1)

Belanja operasil;

1) Semula Rp. 754.259.321.050,20
2) Bertambah Rp. 30.709.208.978,31

Jumlah belanja operasional setelah perubahan
Rp.784.968.530.028,51

Belanja modal;
Ty ‘Semula Rp. 403.581.107.329,80
2) Bertambah Rp. 30.475.708.615,59

Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp.434.056.815.945,39

Belanja tidak terdugas,
1) Semula Rp. 27.600.000.000,-
2) Bertambah Rp. 67.264.820.364,-

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp. 94.864.820.364,-

Belanja transfer;
1) Semula Rp. 123.361.451.821,-
2) Berkurang (Rp. 4.017.022.680,-)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan
Rp. 119.344.429.141,-

Pasal 6

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
terdiri atas:
a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 754.259.321.050,20
2) Bertambah Rp. 30.709.208.978,31
Jumlah belanja transfer setelah perubahan
Rp. 784.968.530.028,51
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp.340.032.978.747,00
2) Bertambah Rp. 35.142.887.422,28
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp. 375.175.866.189,28

c. Belanja hibah
1} Semula Rp. 24.490.903.218,00
2) Berkurang Rp. 4.823.769.077,00




Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp. 19.667.134.141,00

f. Belanja bantuan sosial
1) Semula Rp.  340.000.000,00
2) Berkurang Rp. 96.500.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp. 243.500.000.-
{2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
terdiri atas:
a. Belanja modal Tanah
1) Semula Rp. 150.000.000,-
2) Bertambah (Rp. 2.865.903.866.-)
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan
Rp. 3.015,903.866-
b. Belanja modal peralatan dan mesin
1) Semula Rp. 29.465.940.095,-
2) Bertambah Rp. 9.789.730.524~
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan
Rp. 39.255.670.619,-
c. Belanja modal gedung dan bangunan
1) Semula Rp.212.209.430.361,80
2) Bertambah Rp. 47.598.890.619,59
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan
Rp.259.808.320.981,39
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1) Semula Rp. 160.135.622.573,-
2) Berkurang (Rp.31.597.073.174.-)
Jumlah belanja modal jalan, irigasi,
dan jaringan setelah perubahan Rp. 128.538.549.399,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya
1} Semula Rp. 500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 880.431.856,00
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan
Rp.1.380.431.856,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula Rp. 1.120.114.300,00
2) Bertambah Rp. 937.824.924.00
Jumlah belanja asset tetap lainnya

setelah perubahan Rp. 2.057.939.224,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
a. Semula Rp. 27.600.000.000,-
b. Bertambah Rp. 67.264.820.364,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan




Rp. 94.864.820.364,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,

terdiri atas:
a. Belanja bantuan keuangan
1) Semula Rp. 123.361.451.821,-
2) Berkurang Rp. 4.017.022.680,-)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
Rp. 119.344.429.141,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas:

a. Penerithaan pembiayaan
1) Semula Rp. 200.000.000.000,-
2) Bertambah Rp.236.022.138.025,90

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp. 436.022.138.025,90
b. Pengeluaran pembiayaan.
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 30.000.000.000,-
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp. 30.000.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 200.000.000.000,-

2} Bertambah Rp.236.022.138.025,90.
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan Rp.436.022.138.025,90

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b, terdiri atas:

a. Pengeluaran pembiayaan Iainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 30.000.000.000,-
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 30.000.000.000,-



Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengelvaran yang belum  tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. Kebutuban daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerahdan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Tidung ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;
2. Lampiranll  Ringkasan APBD. yang Diklasifikasi Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran Il Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,




4.

dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan

Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Noo

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan

Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

10.

11

12.

13.

14.

Lampiran IX ‘Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan

Program Prioritas Daerah

Lampiran X  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
PerJabatan;
. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnya;
Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran

Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang

Direncanakan;

. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
.. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Tana Tidung menetapkan peraturan tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
opetasional pelaksanaan APBD.



Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Tana Tidung dengan penempatannya dalam berita
daerah

Ditetapkan di Tidung Pale
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI TANA TIDUNG

——

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

HE AH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (75/3/2025).



